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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan LAKIN tahun 2024 Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka dapat diselesaikan dengan baik. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan 

salah satu media informasi yang menyajikan tentang pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang dimplementasikan 

oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun urusan 

yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Bangka adalah urusan Wajib 

Sosial. 

Dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban untuk menyelenggarakan 

urusan wajib dimaksud, banyak sekali keterbatasan sehingga diyakini bahwa 

penyelenggaran urusan pemerintahan dimaksud belumlah maksimal. Walaupun 

demikian dengan segala keterbatasan yang ada serta melalui sumberdaya yang 

dimiliki, Dinas Sosial telah dan terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas 

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026. 

Saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam 

membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta 

penyusunan laporan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

 

 
Sungailiat,    Februari  2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Bangka selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan 

kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari 

sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan 

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi 

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup 

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor  
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28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal 

tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Penyusunan LAKIN Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas 

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi 

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 ini disusun sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

selama Tahun 2024. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini juga 

dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju 

terwujudnya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dalam 

rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan sekaligus sebagai alat kendali untuk 

memonitor pencapaian target kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan 

masukan demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka. 

 

B. Gambaran Umum Dinas Sosial 

 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam melaksanakan urusannya mengacu 

kepada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 

tahun 2024-2026.  Dinas Sosial Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor  75 Tahun 

2020 dan dirubah kembali dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2023 

tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. 

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah dengan Tipe B yang menyelengarakan urusan 

Pemerintahan bidang Sosial. 
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C. Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2023  tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten 

Bangka, maka Dinas Sosial, Kabupaten Bangka  mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan desentralisasi yang menangani urusan Pemerintahan bidang Sosial. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bangka    

menyelenggarakan  fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan Warga Negara 

Migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, 

penanganan bencana serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan Warga Negara 

Migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, 

penanganan bencana serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan 

Warga Negara Migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan 

jaminan sosial, penanganan bencana serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  

e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait pelaksanaan urusan 

bidang sosial. 

 

 



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
 

 

I - 4 

 

SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS SOSIAL TIPE B KABUPATEN BANGKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIDANG  
PEMBERDAYAAN SOSIAL  

 

 
 

BIDANG  
REHABILITASI SOSIAL  

 

KELOMPOK 

JABATAN 
 

 

SEKRETARIAT KELOMPOK 

JABATAN 

 

 

KEPALA DINAS 

 
BIDANG 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN OSIAL   

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

 
UPTD 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
 

 

I - 5 

 

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangka terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

Sekretariat terdiri dari : 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

4. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

5. Bidang Pemberdayaan Sosial  

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi  

Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam melaksanakan urusannya mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 

2024-2026.  Dinas Sosial Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 75 Tahun 2020 dan dirubah 

kembali dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B 

Kabupaten Bangka yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dinas Sosial merupakan 

perangkat daerah dengan Tipe B yang menyelengarakan urusan Pemerintahan bidang 

Sosial. 

1. Kepala Dinas 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan  kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di 

bidang sosial;  

b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
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c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya; 

d. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang sosial yang menjadi wewenang dan 

tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan sosial; 

f. pelaksanaan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan penyelenggaraan 

urusan  sosial; 

g. penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan; 

h. pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang sosial sesuai dengan 

kewenangannya; 

i. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial kesekretariatan dan pembinaan 

UPTD; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; 

k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan 

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

l. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 

. 

2. Sekretariat 

Sekretariat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur 

pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat,  mengoordinasikan 

membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, 

penyiapan bahan penyusunan  program, penyelenggaraan urusan umum dan 

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian 

penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-

tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, 

penyelenggaran urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan; 
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b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas; 

c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas; 

d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat 

dan desa sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan 

kepegawaian, aset di lingkungan Dinas; 

f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang sosial; 

g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan 

penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas; 

h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan; 

i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Sekretariat terdiri dari : 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial.  

Dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

perlindungan sosial korban bencana alam; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

perlindungan sosial korban bencana sosial; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

jaminan sosial keluarga; 
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d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan 

sosial; 

e. pelaksanaan pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; 

f. pelaksanaan pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah; 

g. pelaksanaan perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; 

h. pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana; 

a) pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar bagi 

korban bencana alam dan bencana sosial; 

b) pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial; 

c) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

 

4. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan 

mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial. 

a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dan Pemulangan Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah serta korban perdagangan 

orang; 

b. pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 

Panti Sosial dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari 

Titik Debarkasi di Daerah serta korban perdagangan orang; 
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c. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; 

d. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; 

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar 

panti dan/atau Lembaga 

f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya dan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang rehabilitasi Sosial 

korban bencana dan kedarutan. 

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

 

5. Bidang Pemberdayaan Sosial  

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan 

mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang 

Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi 

sosial; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan  pemantauan serta 

evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial 

kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya; 
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f. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis  dan  pemantauan serta 

evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; 

g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis  dan  pemantauan serta 

evaluasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/Pusat Kesejahteraan 

Sosial, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

h. pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi Penerbitan Izin 

Pengumpulan Sumbangan; 

i. pemberian rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak di 

bidang kesejahteraan sosial; 

j. pelaksanaan penerbitan pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap 

pengajuan Perizinan undian sosial, pengumpulan dana sosial baik berupa uang 

maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku; 

k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta 

evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan 

sosial, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga sosial; 

l. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pemberdayaan Sosial; 

m. pelaksanakan pehimpunan data, pelestarian nilai nilai keperintisan, kepahlawanan 

dan kejuangan serta pemeliharaan taman makam pahlawan; 

n. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional. 

 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. 

1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan 

fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 
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2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 

a. ketua tim; dan 

b. anggota tim. 

3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berasal  dari pejabat 

fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan 

kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 

4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

5) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan 

fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

1) Penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dalam suatu Tim Kerja 

dilakukan dengan memperhatikan : 

a. dapat dilakukan secara individu atau dalam tim; 

b. bersifat fleksibel dan dapat dilakukan pertukaran sesuai kebutuhan; 

c. mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan; dan 

d. mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi; dan 

e. mengutamakan kinerja organisasi. 

2) Penugasan Pejabat Fungsional dalam Tim Kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih 

jenis Jabatan Fungsional. 

3) Penunjukan keanggotaan Tim Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

 

E.  Sumber Daya Perangkat Daerah 

1. Susunan Pegawai 

Sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Bangka per Februari 2025 berjumlah 60 

orang yang terdiri dari 30 orang PNS dan 36 orang Pegawai Honorer. Berdasarkan golongan, 

jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Dinas Sosial Kabupaten dapat diklasifikasikan  sebagai 

berikut : 
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a. Berdasarkan Golongan 

Golongan a b c d Jumlah 

I - - - - - 

II    - - 1 5 6 

III 1 1 6 4 12 

IV 4 2 - - 6 

Jumlah 24 

 

b. Berdasarkan Jabatan 

  No. Jabatan Jumlah 

1 Struktural 6 

2 Jabatan Fungsional  6 

3 Tenaga Teknis Lainnya - 

4 Arsiparis - 

5 Staf Administrasi/Tata Usaha 12 

Jumlah 24 

 

c. Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 S-3 - 

2 S-2 5 

3 S1/DIV 10 

4 D III 4 

5 D I - 

6 SLTA 5 

7 SLTP - 

8 SD 1 

 Jumlah 24 
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d. Jumlah Honorer Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 S-3 - 

2 S-2 - 

3 S1/DIV 15 

4 D III 5 

5 D I - 

6 SLTA 12 

7 SLTP 1 

8 SD - 

 Jumlah 33 

   

     2. Perlengkapan 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah 

dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu : 

 

NO. KELOMPOK BARANG NILAI (Rp.) 

1 Tanah Gedung 1.087.253.300,00 

2 Peralatan dan Mesin 1.533.238.662,23 

3 Gedung dan Bangunan 3.795.261.290,51 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 18.350.000,00 

5 Aset Lain-lain 0 

   Jumlah 6.434.103.212,85 

 

 

 

 



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
 

 

I - 14 

 

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut : 

1. Tanah 

Tanah yang dimiliki seluas 22.474,89 M2 yang merupakan tanah bangunan gedung, 

terdiri dari: 

- Tanah bangunan gedung kantor (eks Gedung Pendidikan dan Pelatihan) seluas 10,470 

M2,  terletak di Jalan Pemuda Sungailiat. 

- Tanah Taman Makam Pahlawan seluas 9.615 M² 

- Tanah Makam Pahlawan 12 seluas 1.669,89 M² 

- Tanah Bangunan Loka Bina Karya seluas 720 M² 

 

2. Bangunan 

Bangunan gedung kantor terdiri dari 22unit dengan luas lantai 4.427,17 M² yang 

terletak di Sungailiat Kabupaten Bangka. 

 

3. Inventaris/Peralatan Kantor 

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer 

serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.  

  

4. Kendaraan Dinas 

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2023 sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari 5 

(lima) unit kendaraan roda empat minibus, 1 (satu) unit kendaraan roda empat double cabin 

rescue dan 2 (dua) unit kendaraan roda 6 truck serta 5 (lima) unit kendaraan roda dua.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

    Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

A. Rencana Strategis 

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan diatas, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah 

kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan 

Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang 

dicapai juga dapat mencapai Tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu 

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan 

konsisten dengan sasaran dan tujuan. 

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan 

dan program.  Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai 

dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.  Strategi merupakan 

salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapainan 

visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik 

dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan 

pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna 

terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,  dan tujuan Dinas 

Sosial Kabupaten Bangka. 
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B. Isu Strategis 

 

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

Dinas Sosial dan Program Kabupaten Bangka 2024-2026, Dinas Sosial dihadapkan 

pada isu strategis sebagai berikut : 

1. Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Bangka tahun 2023 sebanyak 89.966 jiwa 

berdasarkan hasil updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2023 

tanggal 27 Januari 2023 (berdasarkan Kepmensos Nomor  17 huk 2023 ) dari 

Pusdatin Kementerian Sosial RI. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang 

menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul 

sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan 

sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kedisabilitasan, keterlantaran, 

ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan 

dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. 

Kemiskinan ekstrem merupakan  kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar yaitu  kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, 

kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya 

terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan  sosial (PBB, 1996). 

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang 

memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari 

USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), Atau setara dengan   Rp10.739/orang/hari 

atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Angka kemiskinan ekstrem 

kabupaten bangka tahun 2022 sebesar 1,13% angka ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan  angka kemiskinan ekstrem  provinsi kepulauan bangka 

belitung yaitu 0,82% dan lebih rendah dari angka kemiskinan ekstrem nasional 

sebesar 2,04 %.Peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangka ini 

tidak lepas dari belum membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Bangka ditandai 

dengan turunnya harga beberapa komoditas pertanian seperti turunnya harga sawit, 
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karet serta harga singkong di pasaran, tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Bangka  

yang menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

menurun, akibatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka semakin tinggi. 

2.   Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan 

orang lanjut usia karena berbagai 96 Renstra PD Tahun 2023-2026 penyebab. Kita 

semua sependapat bahwa anak me- rupakan aset dan generasi penerus bangsa yang 

perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu 

juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka 

meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Seperti 

halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi 

adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 

menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Surat 

Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga 

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk 

mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu 

pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya 

manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan. Aspek lain yang 

perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang 

lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas 

permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan 

pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian 

jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana 

meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup 

bahagia dalam suasana aman dan tenteram. 

3. Disabilitas 

Kedisabilitasan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi 

abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. 

Kedisabilitasan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau 

gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas 
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fisik kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan 

orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan 

terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang 

menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak disabilitas. 

4.  Korban Bencana 

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun 

faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak psikologis. Kabupaten  Bangka memiliki potensi bencana 

alam (geo-disaster) erosi, sedimentasi, banjir, kekeringan, longsoran, abrasi pantai 

dan angin puting beliung. Bencana kekeringan, erosi, sedimentasi, dan abrasi 

tersebar luas. Longsoran terbatas berasosiasi dengan pertambangan timah, 

sedangkan bencana angin puting beliung umumnya menimpa daerah pesisir pantai. 

Daerah pesisir Bangka memiliki potensi angin puting beliung sangat besar.  Banjir 

di Pulau Bangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan 

frekuensi. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup 

besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi 

kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. 

5.  Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku 

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidak-berhasilan pelaksanaan fungsi 

sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, 

rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan 

terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat 

dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, 

dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial 

adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan 

dan pengemis, bekas nara pidana/ bekas warga binaan pemasyarakatan, korban 

penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah 

dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana 

Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka dengan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

Isu Strategis berdasarkan 

kelompok Sasaran 
Permasalahan 

Kemiskinan  Ketersediaan database PMKS yang   

kurang valid; 

 Sumber daya manusia yang memiliki 

komitmen dan kompetensi yang kurang 

memadai sebagai pelaku pembangunan 

kessos; 

 Komitmen politik dan dukungan anggaran 

(APBD   Kabupaten dan Propinsi) rendah; 

 Sinergisitas dan sinkronisasi program / 

anggaran yang kurang konsisten, efektif, 

berkelanjutan dan terfokus serta sulit 

diukur tingkat capaian keberhasilannya. 

Kedisabilitasan 

 

 

 

 

Keterlantaran 

 Masih rendahnya orang dengan 

kedisabilitasan (ODK) yang memperoleh 

pelayanan sosial dan bantuan sosial 

terutama jaminan sosial bagi ODK; 

 Aksesibiltas bagi ODK baik dalam panti 

maupun luar panti. 

 Belum tersedianya tempat pelayanan 

sosial yang representatif; 

 Kerja sama antar provinsi dengan 

kabupaten/kota, lintas sektoral dan antar 

provinsi belum efektif dan terintegrasi 

dengan baik. 

Ketunaan Sosial Dan 

Penyimpangan Perilaku 

 Merebaknya lokasi dan populasi 

penyandang penyakit sosial 

kemasyarakatan baik diwilayah perkotaan 

maupun pesisir; 

 Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan 

penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi; 

 Meningkatnya permasalahan sosial korban 

tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan 

ekspolitasi terhadap anak dan perempuan; 

 Sarana dan prasarana pelayanan sosial 

yang belum memadai. 

Korban Bencana  Ancaman bencana alam dan sosial akibat 

rusaknya bentang alam dan kondisi 
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geografis daerah kepulauan seperti puting 

beliung, gelombang pasang dan lain 

sebagainya; 

 Potensi konflik sosial/keresahan sosial 

akibat terjadinya pergesekan kepentingan 

yang berlatar ekonomi, budaya, politik dan 

sosial. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

 

Tujuan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu1 (satu) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih 

jelas untuk meningkatkan program yang ingin yang dituju. Sedangkan sasaran disusun 

guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih.  

Tujuan untuk yang akan dikembangkan oleh Dinas Sosial untuk tahun 2024 

diformulasikan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya 

menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan 

secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dengan kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan yaitu dalam kegiatan operasional. 

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

2. Meningkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan 

permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada 

uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten Bangka, maka terdapat beberapa strategi dan arah 

kebijakan yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama tiga tahun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah antara lain dapat dilihat pada tabel berikut: 

 



      

Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

No 
Tujuan 

Kabupaten 

Indikator 

Tujuan 

Kabupaten 

Sasaran 

Strategis 

Kabupaten 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Strategis 

Kabupate

n 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Strategis 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Sasaran 

Strategis 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Sasaran 

Program 

Perangkat 

Daerah 

2 

Tujuan 2 : 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pembangunan 

Sumber Daya 

Manusia 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(Nilai) 

Sasaran 2.5 : 

Meningkatnya 

Standar Hidup 

Layak 

Masyarakat 

% Angka 

Kemiskina

n 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Sosial 

Masyarakat 

Persentase 
Penurunan 

Angka 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 

(PMKS) 

Meningkatnya  

Pelayanan  
Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi  

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Persentase 
PMKS Yang 

Memperoleh 

Pelayanan 

Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial 

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Sosial 

Persentase PMKS 

Yang Mendapat 

Pemberdayaan 

Sosial  

Meningkatnya 

Rehabilitasi 

Sosial  

Persentase PMKS 
yang memperoleh 

Rehabilitasi 

Sosial 

Meningkatnya 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Persentase PMKS 

Yang Mendapat 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

Persentase 

pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

Sasaran 4.4 

Meningkatnya 

Kualitas 
Lingkungan 

Hidup  

Indek 

Kualitas 

Lingkunga
n 

  

Meningkatnya 
Kesejahteraan 

Sosial 

Masyarakat 

  

Persentase 

Penurunan 
Angka 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 

(PMKS) 

Meningkatnya 

Pelayanan  

Dasar 
Kesejahteraan 

Sosial Bagi  

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

  

Persentase 

PMKSYang 
Memperoleh 

Pelayanan 

Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial 

  

Meningkatnya 

Kesiapsiagaan 
dan Tanggap 

Cepat Darurat 

Terhadap 

Kejadian Pasca 

Bencana 

  

Persentase 

Kesiapsiagaan 
dan Tanggap 

Cepat Darurat 

Terhadap 

Kejadian Pasca 

Bencana 

  

   



      

                                                                                            Tabel 2.3 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

No 
Tujuan 

Kabupaten 

Indikator 

Tujuan 

Kabupaten 

Sasaran 

Strategis 

Kabupaten 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Strategis 

Kabupaten 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Strategis 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Sasaran 

Strategis 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran Program 

Perangkat Daerah 

Indikator 

Sasaran 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Perangkat 

Daerah 

Pengampuh 

2 

Tujuan 1 : 

Meningkatka

n Tata Kelola 

Pemerintahan 

dan 

Reformasi 

Birokrasi  

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

(Kategori/ 

Nilai) 

Sasaran 1.1 : 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Birokrasi 

Hasil Evaluasi 

AKIP 

Kabupaten 

(Kategori/Nilai) 

Meningkat 

nya 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

Nilai 

Penilaian 

Mandiri 

Pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 
Daerah 

Meningkat 

Akuntabilita

s Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Hasil 

Evaluasi 

Akip 

Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya 

Kualitas 

Perencanaan dan 

Pelaporan 

Perangkat Daerah 

Nilai kinerja 

perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

 DINSOS 

Nilai Kinerja 

Pelaporan 

Perangkat 
Daerah 

Indeks SPBE 

(Nilai) 
        

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase 

temuan 

pengelolaan 

keuangan 

Perangkat 

Daerah dalam 

LHP BPK-RI 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN (Nilai) 

        

Meningkatnya 

Kualitas ASN 

Perangkat Daerah 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Perangkat 

Daerah 

            

Meningkatnya 

Ketersediaan dan 
Kualitas Sarana dan 

Prasarana 

Perangkat Daerah 

Indeks 

Kepuasan 
Pelayanan 

Jasa Internal 

Perangkat 

Daerah 



      

  

 

 

Sasaran 1.2 : 

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah yang 

Akuntabel 

Opini hasil 

Pemeriksaan 

atas LKPD 

Tahun 
Sebelumnya 

(Kategori) 

        

Meningkatnya 

Kualitas Layanan 

Jasa Internal 

Perangkat Daerah 

Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan 

Jasa Internal 
Perangkat 

Daerah 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 10 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 10 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 
      

 

Tabel 2.4 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Dinas Sosial 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

TUJUAN/SASAR

AN 

TARGET KINERJA 

TUJUAN/ SASARAN 

PADA TAHUN KE 

1 2 3 

 URUSAN SOSIAL 

  

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Sosial 

Masyarakat 

  

Persentase 

Penurunan Angka 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

15% 15% 17% 

  
Sasaran 

Strategis  

Meningkatnya 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial Pemerlu 

(PMKS)) 

Persentase PPKS 

Yang Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial 

85% 90% 100% 

  

Meningkatnya 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

  

Nilai Penilaian 

Mandiri 

Pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat Daerah 

30% 31% 32% 

  
Sasaran 

Strategis 

MENINGKAT 

AKUNTABILITAS 

KINERJA 

PERANGKAT 

DAERAH 

HASIL 

EVALUASI AKIP 

PERANGKAT 

DAERAH 

72 

(BB) 

73,50 

(BB) 

74 

(BB) 

 



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

II - 
11 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 11 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 11 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

      

Tabel 2.5 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

 

 

N

o 
Tujuan 

Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

Indikator 

Sasaran 

Data 

awal 

(2022

) 

Target Kinerja Sasaran 

2024 2025 2026 

1   

Meningkatn

ya 

Kesejahteraa

n Sosial 

Masyarakat 

 

Persentase 

Penurunan 

Angka 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahter

aan Sosial 

(PPKS) 

 

Meningkat

nya 

Pelayanan 

Dasar 

Kesejahter

aan Sosial 

Bagi 

Penyandan

g Masalah 

Kesejahter

aan Sosial 

(PMKS) 

Persentase 

PMKS 

Yang 

Memperol

eh 

Pelayanan 

Dasar 

Kesejahter

aan 

Sosial 

84,65 

% 

85% 90% 100% 

   Meningkat

nya 

Pemberday

aan Sosial 

Persentase 

PMKS 

Yang 

Mendapat 

Pemberday

aan Sosial 

79 % 80% 82% 85% 

   Meningkat

nya 

Rehabilitas

i Sosial  

 

Persentase 

PMKS 

yang 

memperole

h 

Rehabilitas

i Sosial 

50 % 50% 55% 58% 

   Meningkat

nya 

Perlindung

an 

Jaminan 

Sosial 

 

Persentase 

PMKS 

Yang 

Mendapat 

Perlindung

an 

Jaminan 

Sosial 

59,86

% 

60% 62% 65% 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 12 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 12 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

      

   Meningkat

nya 

Kesiapsiag

aan dan 

Tanggap 

Cepat 

Darurat 

Terhadap 

Kejadian 

Pasca 

Bencana 

Persentase 

Kesiapsiag

aan dan 

Tanggap 

Cepat 

Darurat 

Terhadap 

Kejadian 

Pasca 

Bencana 

n/a 40% 45% 50% 

   Meningkat

nya 

Pengelolaa

n Taman 

Makam 

Pahlawan 

Persentase 

pengelolaa

n Taman 

Makam 

Pahlawan 

n/a 85% 90% 100% 

2 Meningkatn

ya Kualitas 

Penyelengga

raan 

Layanan 

Pemerintaha

n Yang 

Akuntabel 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

Meningkat

nya 

Akuntabili

tas Kinerja 

Birokrasi 

Dinas 

Sosial 

Hasil 

Evaluasi 

AKIP 

Dinas 

Sosial 

71,50 

(BB) 

72,00(B

B) 

73,50(B

B) 

74,00(B

B) 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 13 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 13 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

      

Tabel 2.6 

Tujuan, Sasaran, Indikator  Kinerja Jangka Menengah 

Dinas Sosial  Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 

 

 

 

NO 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET  

TAHUN 

KONDISI 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

2024 2025 2026  

1 Menurunnya 

Angka 

Kemiskinan 

Meningkatnya 

pelayanan 

dasar 

kesejahteraan 

sosial bagi 

PMKS 

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  yang 

Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan 

Sosial   

 

85 

 

90 

 

100 

 

100 

 

2 Meningkatkan 

Kinerja 

Akuntabilitas 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Bangka. 

Meningkatnya 

Kinerja 

Akuntabilitas 

Dinas Sosial  

Predikat (Nilai) SAKIP 

Perangkat Daerah 

BB BB BB BB 

 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Utama RPJMD Kabupaten Bangka 

dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2024-2026. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten 

Bangka tahun 2024  adalah sebagai berikut: 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 14 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 14 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

      

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

NO 

 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

 

SATU

AN 

PENJELASAN 

 

ALA

SAN 

FORMULASI / 

RUMUS 

PERITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Meningkatnya 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) 

 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

Persentase PPKS Yang 

Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan 

Sosial 

 

 

 

 

 

Meningkatnya  

Akuntabilitas Kinerja  

Birokrasi Dinas Sosial 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 ×=Σ Jumlah PPKS 

yang memperoleh 

Layanan Dasar dibagi 

Jumlah PPKS yang 

terdata x 100 % 

 

 

 

 

 

Nilai Hasil Evaluasi 

AKIP Dinas Sosial 

Semua 

PPKS 

yang telah 

mendapat

kan 

pelayanan 

dasar 

 

 

Hasil 

Evaluasi 

AKIP 

Dinas 

Sosial 

 

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Sosial, Kabupaten Bangka merupakan OPD yang terbentuk sesuai dengan 

Peraturan Bupati Bangka Nomor 75 Tahun 2020 dan dirubah dengan Peraturan Bupati 

Bangka Nomor 105 tahun 2021 dan dirubah Kembali dengan Peraturan Bupati Bangka 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas sosial Tipe B Kabupaten Bangka. Anggaran dan realisasi pendanaan 

pada tahun 2019- 2020 berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 dan anggaran dan 

realisasi pendanaan tahun 2021-2023 berdasarkan Kepmendagri 050 tahun 2020. 

 

                Kelompok Sasaran Layanan  

Kelompok Sasaran Layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah seluruh    

Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari :  
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 15 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 15 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
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NO JENIS PMKS 

1. Anak Balita Terlantar (ABT) 

2. Anak Terlantar (AT) 

3. Anak Berhadapan Hukum (ABH) 

4. Anak Jalanan  

5. Anak Dengan Kedisabilitasan  

6. Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus 

7. Anak Korban Tindak kekerasan 

8. Lanjut Usia Terlantar 

9. Penyandang Disabilitas  

10. Wanita Tuna Susila 

11. Gelandangan 

12. Pengemis 

13. Pemulung 

14. Kelompok Minoritas 

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 

16. Korban Penyalahgunaan Napza 

17. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 

18. Korban Trafficking  

19 Korban Tindak Kekerasan 

20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 

21 Korban Bencana Alam 

22 Korban Bencana Sosial 

23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 

24 Fakir Miskin (FM) 

25 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 

26 Komunitas Adat Terpencil 

 

D. Perjanjian Kinerja  

 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari 

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus 

dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu pada 

dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2024- 2026, dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) 

Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Sosial 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 16 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 16 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
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Kabupaten Bangka telah menetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah 

dengan Kepala Dinas Sosial Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

Tahun 2024 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

SEBELUM SESUDAH 

1 Meningkatnya 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan Sosial 

bagi PMKS 

Persentase 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Yang 

Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan Sosial 

% 85,00 95,00 

2 Meningkatnya 

Akuntabilitas  

Kinerja Dinas Sosial  

Hasil Evaluasi AKIP 

Perangkat Daerah 

Kategori/ 

Nilai 

 

BB (72,00) BB (72,00) 

 

 

NO PROGRAM 
ANGGARAN (Rp) 

KET 
SEBELUM SESUDAH 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

4.059.276.988 4.070.672.574 APBD 

2 Program Pemberdayaan Sosial 936.000.000 892.170.000 APBD 

3 Program Rehabilitasi Sosial 790.000.000 782.710.000 APBD 

4 Program Perlindungan dan Jaminan 

Sosial 
2.052.000.000 3.462.920.000 APBD 

5 Program Penanganan Bencana 393.000.000 386.008.800 APBD 

6 Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan 
153.367.468 158.727.874 APBD 

TOTAL 8.383.644.456 9.753.209.248  

 

 

E. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 

2024 

 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sebagai pendukung pencapaian 

kinerja sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yang ditetapkan secara spesifik 

dengan informasi kinerja (input, output dan outcome).  
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 17 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 17 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

      

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja (outcame) dan indikator 

kinerja (output) berdasarkan Perjanjian Kinerja tercantum dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.9 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja  

1 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

 

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

 

 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah  

 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Indikator Kinerja 

(Output) 

  Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Laporan  

Keuangan  Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi  

 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan 

/Triwulanan /Semesteran  

SKPD 

  Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

 

Sub Kegiatan Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah paket pakaian 

dinas  beserta atribut 

kelengkapan  

 

Jumlah  Dokumen 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 
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LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 18 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

 

I - 18 LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 
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  Kegiatan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 

 

Sub Kegiatan Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

 

 

Sub Kegiatan Dukungan  

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

 

Jumlah  Dokumen 

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis  Elektronik  

pada SKPD 

  Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  

 

 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan 

   

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Surat menyurat 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 

 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

 

Jumlah Laporan 

Penyediaan  Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

  Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

 

 

Sub Kegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara" 
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Tabel 2.10 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator  

Kinerja Program Pemberdayaan Sosial  

 

N

o 

Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja 

(Output) 

 Program 

Pemberday

aan Sosial 

 

Kegiatan  

Pengumpulan 

Sumbangan dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan 

Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang 

atau Barang 

 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerbitan Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan Pengumpulan 

Uang atau Barang  

 

  Kegiatan 

Pengembangan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Pekerja Sosial 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Orang Mendapat 

Peningkatan Kapasitas 

Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

Jumlah Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

 

Jumlah Keluarga yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan Kabupaten/Kota 
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Tabel 2.11 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja 

Program Rehabilitasi Sosial 

 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja (Output) 

 Program 

Rehabilitasi  

Sosial 

Kegiatan 

Rehabilitasi 

Sosial Dasar 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar, serta 

Gelandangan 

Pengemis di Luar 

Panti Sosial 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Sandang 

 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

 

 

Sub Kegiatan 

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

 

Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan 

Permakanan Sesuai dengan 

Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Orang yang Menerima 

Pakaian dan Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia dalam 1 Tahun 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

 

Jumlah Orang Mendapatkan 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Kegiatan 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan 

Korban 

HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar 

Panti Sosial 

 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

 

 

Sub Kegiatan  

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

 

 

 

 

 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan 

Permakanan Sesuai dengan 

Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 
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Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Penelusuran 

Keluarga 

 

Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Reunifikasi 

Keluarga 

Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Penelusuran Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Reunifikasi  Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapatkan 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

 

 

Tabel 2.12 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja  

Program Perlindungan dan Jaminan  Sosial 

 

 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja (Output) 

 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL  

 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Anak-Anak 

Terlantar  

 

Sub Kegiatan 

Pemantauan 

terhadap 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Anak Terlantar 

 

Jumlah Anak Terlantar yang 

Terpantau dan Terpelihara 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

  Kegiatan 

Pengelolaan 

Data Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota  

 

Sub Kegiatan 

Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kot 

 

Sub Kegiatan 

Fasilitasi Bantuan 

Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 

 

 

 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Didata 

 

 

 

Jumlah Keluarga yang 

Mendapatkan Pengentasan 

Fakir Miskin Kabupaten/Kota 

 

 

 

Jumlah Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang 

Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
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Sub Kegiatan 

Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi 

Masyarakat 

 

Jumlah Orang Mendapatkan 

Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

 

Tabel 2.13  Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja  

Program Penanganan Bencana 

 

 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja (Output) 

 PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA  

 

Kegiatan 

Perlindungan 

Sosial Korban 

Bencana Alam 

dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

 

Sub kegiatan 

Penyediaan 

Makanan 

 

 

 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Sandang 

 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Permakanan 

3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat 

(Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia pada Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) dan 

Pasca Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terhadap 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Koordinasi, 

Sosialisasi dan 

Pelaksanaan 

Taruna Siaga 

Bencana 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi, 

Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

 

Tabel 2.14 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja  

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

 

 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja 

 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TAMAN 

MAKAM 

PAHLAWAN 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota" 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Makam yang 

Terpenuhi Pemeliharannya 

pada Taman Makam 

Pahlawan Kabupaten/Kota 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

   

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada 

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 

amanah. Dinas Sosial Kabupaten Bangka selaku pengemban amanah 

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka yang dibuat 

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka. 

 

a. Kerangka Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran 

kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator 

kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara 

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak 

tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, 

sebagai berikut : 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 

No Kategori/Interpretas

i 

Rata-Rata % 

Capaian 

Kode 

Warna 

1 Sangat Baik > 90  

2 Baik 75.00 – 89.99  

3 Cukup 65.00 – 74.99  

4 Kurang 50.00 – 64.99  

5 Sangat Kurang 0 – 49.99  

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Bangka dapat memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.  



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 
III - 3 

 

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024, 

dan ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja utama (out 

comes) dengan rincian sebagai berikut : 

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator 

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator 

 

1. Analisis Capaian Kinerja terhadap Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Data 

realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 perprogram, perkegiatan 

dan persub kegiatan dapat dilihat pada tabel  berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 

FORM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024 

 

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA 

 

No 

Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Tujuan/Sasaran 

Strategis/Program/ 

Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Strategis/ 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target 

Kinerja                                   

Realisasi 

Kinerja 

Persentase 

Capaian 

Kinerja 

1 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Dinas 

Sosial   

Hasil Evaluasi AKIP 

Perangkat Daerah 
Nilai 72     

1.1   PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai kinerja 

perencanaan Perangkat 

Daerah 

Nilai 27     

      Nilai Kinerja Pelaporan 

Perangkat Daerah 
Nilai 12.75     

      Persentase temuan 

pengelolaan keuangan  

Perangkat Daerah dalam 

LHP BPK-RI 

Persentase 0 0 0 

      Indeks Profesionalitas 

ASN Perangkat Daerah 
Indeks 66 66 100 

      Indeks Kepuasan 

Pelayanan Jasa Internal 

Perangkat Daerah 

Indeks 2 2 100 



 

      Persentase BMD 

Perangkat Daerah dalam 

Kondisi Baik 

Persentase 100 100 100 

  Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya kualitas 

perencanaan dan pelaporan 

Perangkat Daerah 

Persentase Perencanaan 

Kinerja yang Disusun 

Sesuai Standar (%) 
Persentase 100 100 100 

      Persentase pelaporan aset 

yang disusun sesuai 

standar (%) 

Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah Dokumen 8 8 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Tersedianya Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Laporan 6 6 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase pelaporan 

keuangan yang disusun 

sesuai standar (%) 
Persentase 100 100 100 



 

      Persentase pelaporan aset 

yang disusun sesuai 

standar (%) 

Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Orang/Bulan 28 28 100 

  Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Terlaksananya Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 
Dokumen 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi  dan 

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Tersedianya Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan  

Keuangan  Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan /Triwulanan 

/Semesteran  SKPD 

Laporan 40 40 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Profesionalisme 

ASN Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 

Mengenakan Atribut 

Lengkap 
Persentase 100 100 100 

      Persentase Pegawai yang 

Mendapatkan Layanan 

Kepegawaian 
Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Tersedianya Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

Jumlah paket pakaian 

dinas  beserta atribut 

kelengkapan  

Persentase 0,00 0,00 0 



 

Atribut 

Kelengkapannya 

  Sub Kegiatan 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Terlaksananya Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian Dokumen 11 11 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

layanan administrasi 

umum di perangkat 

daerah 

Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada 

SKPD 

Terlaksananya Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
Dokumen 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

Terlaksananya Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

Jumlah  Dokumen 

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis  Elektronik  pada 

SKPD 

Dokumen 12 12 100 

  Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Sarana Pendukung 

Kinerja Perangkat Daerah Persentase 100 100 100 



 

Pemerintah 

Daerah 

   Sub Kegiatan 

Pengadaan Mebel  

 Tersedianya Mebel  Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
Unit  2 2 100 

  Sub Kegiatan 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan 
Unit 2 2 100 

  Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Prasarana Pendukung 

Kinerja Perangkat Daerah Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Terlaksananya Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan  Jasa Surat 

Menyurat  

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan  

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang 

Disediakan  

Laporan 12 12 100 

  Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase BMD dalam 

kondisi baik 
Persentase 100,00 100,00 100 



 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 
Unit 14 14 100 

  Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

dipelihara 
Unit 20 20 100 

  Meningkatnya  

Pelayanan  Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  

  Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan 

Sosial  (%) 
Persentase 95 86 90 

II. Program 

Pemberdayaan 

Sosial  

Meningkatnya Pemberdayaan 

Sosial 

Persentase PSKS Yang 

Mendapat 

Pemberdayaan Sosial 

(%) 

Persentase 80 65 81 



 

  Kegiatan  

Pengumpulan 

Sumbangan dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya pemberian izin 

pengumpulan sumbangan 

Persentase pemberian izin 

pengumpulan sumbangan  

(%) Persentase 80 50,00 63 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerbitan Izin 

Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang 

atau Barang 

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan Izin 

Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau Barang 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan 

Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau 

Barang  

Dokumen 20 10 50 

  Kegiatan 

Pengembangan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial  

Persentase Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial  (%)  
Persentase 80 77 96 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Pekerja 

Sosial Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial 

Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapat 

Peningkatan Kapasitas 

Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Berita Acara 81 81 100 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Tenaga 

Kesejahteraan 

Meningkatnya Kapasitas Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Berita Acara 8 8 100 



 

Sosial Kecamatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kapasitas 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Berita Acara 20 20 100 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial 

Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kapasitas 

Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Dokumen 13 11 85 

III. Program 

Rehabilitasi Sosial  

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial  

Persentase PMKS yang 

memperoleh Rehabilitasi 

Sosial (%) 

Persentase 50 50 100 



 

  Kegiatan 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, 

serta Gelandangan 

Pengemis di Luar 

Panti Sosial 

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar , Anak 

Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis  Diluar Panti Sosial 

Persentase Penyandang 

Disabilitas Terlantar , 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis  

Diluar Panti Sosial Yang 

Memperoleh Rehabilitasi 

Sosial Dasar (%) 

Persentase 40 40,00 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Permakanan Per Orang Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan 

Sesuai dengan Standar 

Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang  390 390 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Sandang 

Tersedianya Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya dalam 1 

Tahun Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Menerima Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 Tahun 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 160 160 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu dan 

Alat Bantu Peraga Sesuai 

Kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 75 75 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Terlaksananya Pemberian 

Bimbingan Fisik, Mental, 

Jumlah Peserta Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan Orang 60 60 100 



 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Terlaksananya Pemberian 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang  20 20 100 

  Kegiatan 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan 

Korban 

HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar 

Panti Sosial  

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban 

HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti Sosial 

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/Aids 

dan Napza di Luar Panti 

Sosial yang Memperoleh 

Rehabilitasi Sosial (%) 

Persentase 40 40,00 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Permakanan Per Orang Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan 

Sesuai dengan Standar 

Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 420 420 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu dan 

Alat Bantu Peraga Sesuai 

Kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 53 53 100 



 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

Terlaksananya Pemberian 

Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 80 80 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Penelusuran 

Keluarga 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 15 15 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Reunifikasi 

Keluarga 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi  Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 15 15 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Terlaksananya Pemberian 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 25 25 100 

IV. Program 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Meningkatnya Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Persentase PMKS Yang 

Mendapat Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Persentase 70 72 103 

  Kegiatan 

Pemeliharaan 

Anak-Anak 

Terlantar  

Meningkatnya pemeliharaan 

terhadap Anak Terlantar 

Persentase anak-anak 

terlantar yang mendapat 

pemeliharaan 
Persentase 50 50 100 

  Sub Kegiatan 

Pemantauan 

terhadap 

Pelaksanaan 

Terlaksananya Pemantauan 

Terhadap Pelaksanaan 

Pemeliharaan Anak Terlantar 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Anak Terlantar 

yang Terpantau dan 

Terpelihara Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Persentase 3 3 100 



 

Pemeliharaan Anak 

Terlantar 

  Kegiatan 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Pengelolaan 

Data Fakir Miskin  

Persentase Data Fakir 

Miskin Yang Dikelola  

Persentase 85 83 98 

  Sub Kegiatan 

Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Didata 

Orang 103120 103120 100 

  Sub Kegiatan 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pengentasan 

Keluarga Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang 

Mendapatkan Pengentasan 

Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

Orang 18000 18000 100 

  Sub Kegiatan 

Fasilitasi Bantuan 

Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Terpenuhinya Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) yang 

Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang 

mendapatkan Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten /Kota 

Orang 8500 8880 104 

 

  Sub Kegiatan Fasilitasi 

Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapatkan 

Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Orang 50 58 116 



 

V PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Meningkatnya 

Kesiapsiagaan dan 

Tanggap Cepat Darurat 

Terhadap Kejadian 

Pasca Bencana 

Persentase Kesiapsiagaan 

dan Tanggap Cepat Darurat 

Terhadap Kejadian Pasca 

Bencana 

Persentase 65 43 66 

  Kegiatan 

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial 

Kabupaten/Kota  

Persentase  Perlindungan 

Sosial Korban Bencana Alam 

dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase 40 0,45 1,125 

  Sub kegiatan 

Penyediaan Makanan 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan permakanan 

3x 1 sehari dalam masa 

tanggap darurat 

(pengungsian) 

kewenangan 

Kabupaten/kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Permakanan 3x1 

Hari dalam Masa Tanggap 

Darurat 3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat 

(Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 3000 17 1 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Sandang 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia pada dan 

Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia pada Masa 

Tanggap Darurat 

(Pengungsian) dan Pasca 

Masa Tanggap Darurat 

(Pengungsian) dan Pasca 

Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia pada Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) dan 

Pasca Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Orang 100 17 17 



 

  Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terhadap 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Persentase Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupaten/Kota 
Persentase 80 80 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi, 

Sosialisasi,  dan 

Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana 

Terpenuhinya Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi, 

Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi , 

Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana 

Kewenangan Kabupaten /Kota 

Orang 28 28 100 

VI. PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN 

Meningkatnya 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

Persentase pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 
Persentase 85 85 100 

  Kegiatan 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Persentase Taman Makam 

Pahlawan Nasional Yang 

Terpelihara  Persentase 85 85 100 

  Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

Jumlah Makam yang 

Terpenuhi Pemeliharannya 

pada Taman Makam Pahlawan 

Kabupaten/Kota  

Makam 4 4 100 
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b. Capaian Indikator Kinerja Utama 

 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Kabupaten Bangka juga melakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian 

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu organisasi. 

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, 

dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang 

ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangka dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

Tahun 2024 

 

 

 

    

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Sasaran 

 

Satuan 
Target Realisasi 

Capaian 

% 

1 

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  yang 

Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan 

Sosial   

Meningkatnya 

pelayanan dasar 

kesejahteraan 

sosial bagi PMKS 

 

 

% 
95.00 86 90 

2 
Hasil Evaluasi  AKIP 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya 

Kinerja 

Akuntabilitas 

Dinas Sosial 

 

 

Kategori 
 BB    BB 100.00 
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU) tentang Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS)  yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial  adalah  dari 

target yang ditetapkan sebesar 95,00 % dan terealisasi 86,00 % dengan tingkat 

capaian sebesar 90 % dengan kategori sangat baik karena nilainya diatas 90 % 

.Sedangkan untuk Hasil Evaluasi  AKIP Perangkat Daerah dengan target BB 

terealisasi.  

 

1. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 

Tahun 2024 dengan Tahun Lalu . 

Perbandingan antara .Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 

tahun lalu. 

Tabel 3.3 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

                                                     Tahun 2023-2024 

 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tentang Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial  dari 

tahun 2023 – 2024. Tahun 2023 target yang ditetapkan  sebesar 90 % , terealisasi 

sebesar 91% % dengan kategori sangat baik. Tahun 2024 target yang ditetapkan 

95,00 % , terealisasi 86,00 % dengan tingkat capaian 90 % dengan kategori sangat 

NO 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

2023 2024 

 Target  Realisasi Capaian Target    Realisasi Capaian  

1 

Persentase 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  

yang Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial   

 

% 

 

 

 

 

90 

 

 

 

91 

 

 

 

101 

 

95 

 

86 

 

90 

2 

 

 

Hasil Evaluasi  

AKIP Perangkat 

Daerah  

Kategori BB BB BB BB BB BB 
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baik karena nilai capaian yang didapatkan > 90 % . Sedangkan untuk Hasil Evaluasi  

AKIP Perangkat Daerah dengan target BB terealisasi BB dari tahun 2023-2024. 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indikator Persentase 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  yang Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan Sosial  dari tahun 2024 untuk lima program yaitu Program 

Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial , Program Perlindungan dan Jaminan 

Sosial, dan Program Penanganan Bencana serta Program Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan, sama-sama meningkatkan hasil capaian kinerja yang di 

butuhkan untuk melengkapi IKU Dinas Sosial.  

Target Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 sesuai 

dengan Renja Perubahan tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Bangka 

dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, sedangkan realisasinya sesuai 

dengan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan yaitu dengan capaian sebesar 90 % 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4 Capaian  Sasaran Strategis/Program Dinas Sosial 

No SASARAN 

STRATEGIS 

PROGRAM/ 

KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN 

PROGRA

M/ 

KEGIATA

N/ SUB 

KEGIATA

N 

INDIKATOR  TARGET 

TAHUN 

2024 

REALI 

SASI 

TAHU

N 2024 

PERSEN 

TASE 

CAPAIA

N (%) 

 Meningkatnya 

Kinerja 

Akuntabilitas Dinas 

Sosial 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Hasil Evaluasi  

AKIP Perangkat 

Daerah 

100 100 100%  

 Meningkatnya  

Pelayanan  Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  

 Persentase 

PMKS Yang 

Memperoleh 

Pelayanan Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial  (%) 

 

95 86 90 % 
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1 Meningkatnya 

Pemberdayaan Sosial 

Program 

Pemberdaya

an Sosial 

Persentase PSKS 

Yang Mendapat 

Pemberdayaan 

Sosial (%) 

80 65 81 % 

2 Meningkatnya 

Rehabilitasi Sosial  

 

Program 

Rehabilitasi 

Sosial 

Persentase PMKS 

yang memperoleh 

Rehabilitasi 

Sosial (%) 

50 50 100 % 

3 Meningkatnya 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

 

Perlindunga

n dan 

Jaminan 

Sosial 

Persentase PMKS 

Yang Mendapat 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

70 72 103 % 

4 Meningkatnya 

Kesiapsiagaan dan 

Tanggap Cepat 

Darurat Terhadap 

Kejadian Pasca 

Bencana 

 

Program 

Penanganan 

Bencana 

Persentase 

Kesiapsiagaan 

dan Tanggap 

Cepat Darurat 

Terhadap 

Kejadian Pasca 

Bencana 

65 43 66 % 

5 Meningkatnya 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

 

Program 

Pengelolaan 

Taman 

Makam 

Pahlawan  

Persentase 

pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

 

85 85 100 % 

 

Program yang mendukung untuk keberhasilan Indikator Kinerja Utama 

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  yang Memperoleh 

Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial  adalah Program Pemberdayaan Sosial 

dengan target 80 % dan realisasi 65 % dan capaian 81 % , Program Rehabilitasi 

Sosial dengan target 50 % , realisasi 50 % dengan Tingkat capaian 100 % .  Program 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target 70 % dan realisasi 72 % dengan 

tingkat capaian sebesar 103 %. Program Penanganan Bencana dengan target 65% 

dan realisasi 43 % dengan tingkat capaian sebesar 66 % serta Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan  dengan target 85 % dan realisasi 85 % dengan tingkat 

capaian sebesar 100 %.  
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2. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dari target 100 

% dan realisasi 100 % dengan capaian 100 % seperti dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 3.5 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Persentase 

 Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota 

100 100 100 

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

8 8 100 

 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

6 6 100 

 Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

28 28 100 

 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 

12 12 100 

 Sub Kegiatan Koordinasi  dan Penyusunan  

Laporan  Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

40 40 100 

 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya 

0,00 0,00 0 

 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

11 11 100 

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 12 100 

 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis 12 12 100 
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pada SKPD 

 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

12 12 100 

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100 100 100 

  Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  2 2 100 

 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

2 2 100 

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

12 12 100 

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

12 12 100 

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

12 12 100 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

100 100 100 

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

14 14 100 

 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

20 20 100 
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 Program Pemberdayaan Sosial dari target 80 % dan realisasi 65 % dan 

Capaian 81 %   seperti tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 3.6 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Persentase 

1 Program Pemberdayaan Sosial 80 65 81 

1.1 Kegiatan  Pengumpulan Sumbangan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

80 50 63 

1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau Barang 

20 10 50 

1.2 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

80 77 96 

1 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi 

Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

81 81 100 

2 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

8 8 100 

3 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

20 20 100 

4 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 

13 11 85 

 

Program Pemberdayaan Sosial dari target 80 % dan realisasi 65 % dan capaian 

81 % dikarenakan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang 

target di DPA 20 lembaga yang terealiasasi sebanyak 10 lembaga yang mengajukan 

izin pengumpulan sumbangan dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota dengan target 13 lembaga , yang terdata pada tahun 2024 berjumlah 

11 lembaga dengan diberikan surat izin operasional LKS.  

Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang 

atau Barang yang targetnya 20 lembaga / Yayasan terealisasi 13 yayasan dan Sub 

kegiatan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 13 yayasan 
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dan teralisasi 11 yayasan, seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.7 Nama Yayasan yang Ada Di kabupaten Bangka  

yang berkenaan dengan PMKS 

No Sub Kegiatan No. Nama Yayasan  Target 

1 

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerbitan Izin 

Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang 

atau Barang 

1 
Yayasan Darul Qur'an Bangka 

Belitung 

20 

Yayasan  

2 
Yayasan Minhajussunnah Bangka 

Belitung 

3 Yayasan Bahagia Dunia Akhirat 

4 

Yayasan Islamic Studies 

Ahlussunnah Waljama'ah 

 Kimak Bangka Belitung 

5 
Yayasan Al-Mansyur Bangka 

Belitung 

6 
Yayasan Bahagia Dunia Akhirat 

7 

Kelompok Sadar Wisata Rumah 

Kreatif Pesisir Matras  

(POKDARWIS-RKPM) 

8 
Palang Merah Indonesia Kabupaten 

Bangka  

9 
Yayasan An-Nur Sungailiat 

Kabupaten Bangka 

10 Yayasan Masjid Babussalam 

No Kegiatan No. Nama Yayasan  Target 

2 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1 Yayasan Rehabilitasi Mental Moelya  13 

yayasan 

2 

Yayasan Wado Health Caer Babel 

Foundation Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung   

3 Yayasan Amal Saleh Bangka   

4 
Yayasan Pendaki Sehati Bangka 

Belitung   

5 Yayasan Rumah Bersama Sungailiat  

6 Yayasan Kasih anak Bangsa Imanuel  

7 Yayasan Nurul Ihsan  

8 LKSA AL Kautsar Sungailiat 

9 
Yayasan Usumani  

Ma'arifin Indonesia (RUIKE) 

10 Yayasan Cahaya Arrazqi Bersinar 

11 
Yayasan Terang Belinyu Bersatu 
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Program Rehabilitasi Sosial Target 50 % dan teralisasi 50 % dengan  

Tingkat capaian 100 % seperti tabel berikut : 

 

Tabel 3.8 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target  Realisasi Persentase 

I Program Rehabilitasi  Sosial 50 50 100 

I.I Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

40 40 100 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan 390 390 100 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 160 160 100 

3 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 75 75 100 

4 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, dan Sosial 

60 60 100 

5 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan 20 20 100 

I.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti Sosial  

40 40 100 

1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan 420 420 100 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 53 53 100 

3 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, dan Sosial 

80 80 100 

4 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 

15 15 100 

5 

 

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 

15 15 100 

6 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan 25 25 100 

 

            Untuk Program Rehabilitasi Sosial antara target dan capaian sudah sesuai. 
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Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 70 % dan realisasi 72 % 

dengan tingkat capaian sebesar 103 % seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.9 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Perlindungan dan  Jaminan Sosial capaian lebih tinggi daripada target 

dikarenakan ada 2 sub yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan 

Keluarga dengan target 8500 KPM tetapi terealisasi 8880 KPM yang terdiri dari 2450 

data jkk , 2200 bansos, 135 bansos dan 240 stunting jadi berjumlah 5.025 kpm ditambah 

dengan KPM PKH berjumlah 3855 sehingga total 8880 KPM. Serta Sub Kegiatan 

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target 50 orang tetapi 

terealisasi 58 orang penerima bantuan untuk pengembangan ekonomi Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Persentase 

 Program Perlindungan Jaminan 

Sosial 

70 72 103 

 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak 

Terlantar 

50 50 100 

1 Sub Kegiatan Pemantauan terhadap 

Pelaksanaan Pemeliharaan Anak 

Terlantar 

3 3 100 

 

 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

85 90 106 

2 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

103.120 103.120 100 

3 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

18.000 18.000 100 

4 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

8.500 8.880 104 

6 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

50 58 116 
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Program Penanganan Bencana  dengan target 65 % dan realisasi 43 % dengan 

tingkat capaian sebesar 66 % seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.10  Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Persentase 

 

I PROGRAM PENANGANAN 

BENCANA 

65 43 66 

 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

40 0,45 1,125 

 Sub kegiatan Penyediaan Makanan 3000 17 1 

 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 100 17 17 

 Kegiatan Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 

80 80 100 

 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi,  dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

28 28 100 

 

Program Penanganan Bencana dengan target 65% dan realisasi 43 % dengan 

tingkat capaian sebesar 66 %. Realisasi ini rendah disebabkan oleh ada 2 sub kegiatan 

yaitu penyediaan permakanan dan penyediaan sandang yang tidak bisa direalisasikan 

dikarenakan tidak ada bencana di Kabupaten Bangka yang memerlukan permakanan dan 

sandang karena masih bisa di cover dari buffer stock yang tersedia dari Kementerian 

Sosial. Sedangkan  target diambil dari capaian tahun lalu yang dijadikan target tahun ini,  

, karena bencana sifatnya tidak bisa diprediksi sehingga capaian tidak sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. 

Program Pengelolaan Makam Taman Pahlawan dengan target 85 % dan realisasi 

85 % dengan tingkat capaian sebesar 100 % seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.11  Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Persentase 

 PROGRAM PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

85 85 100 

 Kegiatan Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

85 85 100 

 Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

4 4 100 
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Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya/melebihi target kinerja  

Perencanaan yang disusun dalam Renstra SKPD dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. 

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tahunan. 

Adapun faktor-faktor penyebab program dan kegiatan yang belum tercapai target kinerja 

dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang didapatkan pada Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 

2024. Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja tercapai dengan baik dan 

berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

B. Realisasi Anggaran  

      Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk tahun anggaran 2024 

meliputi pokok-pokok sebagai berikut : 

1)  Realisasi Anggaran Belanja Operasi 

2)  Realisasi Anggaran Belanja Modal 

     Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini : 

I. Realisasi Anggaran Belanja Operasi terdiri  

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Bantuan Sosial 

Realisasi Anggaran Belanja Operasi  pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

adalah sebesar Rp. 8.205.165.471,23 atau 84,13 % dari dana yang tersedia dalam 

DPA sebesar Rp. 9.753.209.248,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 

1.548.043.776,77 dengan rincian sebagai berikut : 



LAKIN Dinas Sosial, Kabupaten Bangka Tahun 2024 

 
III - 30 

 

Tabel 3.12 

Realisasi Anggaran Belanja Operasi 

 

KOMPONEN 

BELANJA 

ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 
SISA 

(Rp) 

Realisasi %  

 BELANJA OPERASI 9.753.209.248,00 8.205.165.471,23 
 

84,13 

      

1.548.043.776,77                  

 Belanja Pegawai 2.936.659.723,00 2.886.020.545,00 98,28      50.639.178,00 

 Belanja Barang dan   

Jasa 
3.082.019.297,00 2.927.625.359,00 95 

        

154.393.938,00 

 Belanja Bantuan Sosial 3.706.333.998,00 2.368.319.567,23 63,9 1.338.014.430.77 

BELANJA MODAL 28.196.230,00 23.200.000,00 82,28 4.996.230,00 

Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin  

28.196.230,00 23.200.000,00 82,28 4.996.230,00 

 

I. Realisasi Anggaran Belanja Modal 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi anggaran Belanja Modal   pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

adalah sebesar Rp. 23.200.000,00 atau 82,28 %  dari dana yang tersedia dalam 

DPA sebesar Rp. 28.196.230,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.996.230,00 

dengan rincian tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

Realisasi Anggaran Belanja Modal 

NO 

BELANJA 

LANGSUNG PER 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

JUMLAH 

ANGGARAN 
REALISASI % SISA 

I 

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

28.196.230,00 23.200.000,00 82,28 4.996.230,00 
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 a. Pengadaan Mebel  23.450.500,00 19.550.000,00 83,37 3.900.500,00 

 b. Sub Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

5.045.730,00 3.950.000,00 78,28 1.095.730,00 

 

Sedangkan rincian belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan pada 

Dinas Sosial Tahun 2024 seperti tabel   sebagai berikut: 

Tabel 3.14 

Rincian Realisasi Program dan Kegiatan 

 

NO 

BELANJA LANGSUNG 

PER PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

JUMLAH 

ANGGARAN 
REALISASI % SISA 

 1 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN 

BANGKA 

               

4.070.672.574,00  

 

3.982.564.013,00 

 

97,84 

 

88,108.561,00 

 1.1 

Kegiatan Perencanaan, 

Pengaggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

38,302.261,00 37.640.211,00 98,27 662.050,00 

  

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

18.302.261,00 17.762.980,00 97,05 539.281,00 

  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

20.000.000,00 19.877.231,00 99,39 
                  

122.769,00                 

 1.2 

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

2.936.896.847,00  2.886.235.545,00  98,28  50.661.302,00  

  
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
2.936.896.847,00 2.875.385.545,00 98,31 49.574.178,00 
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Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verivikasi 

Keuangan SKPD 

5.000.000,00  3.990.000,00  79,80  1.010.000,00  

  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semester 

SKPD 

6.937.124,00  6.860.000,00  98,89  77.124,00  

1.3  
Kegiatan Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
23.422.208,00  23.322.200,00  99,57  100.008,00  

  

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

0 0 0 0 

  
Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 
23.422.208,00  23.322.200,00  99,57  100.008,00  

1.4  
Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 
136.510.272,00  35.151.160,00  99,00 1.359.112,00  

  

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

89.665.856,00  88.506.760,00  98,71  1.159.096,00  

  
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
23.422.208,00  23.322.200,00  99,57  100.008,00  

  

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

23.422.208,00  23.322.200,00  99,57  100.008,00  

 1.5 

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah  

28.496.230,00  23.500.000,00  82,47  4.996.230,00  

  Pengadaan Mebel 23.450.500,00  19.550.000,00  83,37  3.900.500,00  

  
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
5.045.730,00  3.950.000,00  78,28  1.095.730,00  
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 1.6 

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

704.926.304,00 688.179.762,00  97,62  16.746.542,00  

  
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
590.617.712,00  585.900.050,00  99,20  4.717.662,00  

  

Peyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

63.813.350,00  52.431.012,00  82,16  11.382.338,00  

  
Peyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
50.495.242,00  49.848.700,00  98,72  646.542,00  

 1.7 

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

202.118.452,00  188.535.135,00  93,28  13.583.317,00  

  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

196.648.452,00  183.875.525,00  93,50  12.772.927,00  

  
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
5.470.000,00  4.659.610,00  85,18  810.390,00  

 2 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

892.170.000,00  878.685.531,00  98,49  13.484.469,00  

2.1  

Kegiatan Pengumpulan 

Sumbangan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

6.000.000,00  5.985.000,00  99,75  15.000,00  

  

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan 

Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau 

Barang 

6.000.000,00  5.985.000,00  99,75  15.000,00  
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 2.2 

Kegiatan Pengembangan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Daerah Kabupaten/Kota 

886.170.000,00  872.700.531,00  98,48  13.469.469,00  

  

Peningkatan Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial 

Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

576.380.000,00  576.230.000,00  99,97  150.000,00  

  

Peningkatan Kemampuan 

Potensi Tenaga 

Kesejahteraan  Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

60.840.000,00  57.730.000,00  94,89  3.110.000,00  

  

Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

110.000.000,00  109.975.000,00  99,98  25.000,00  

  

Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

138.950.000,00 128.765.531,00  92,67  10.184.469,00  

 3 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

782.710.000,00  770.671.717,23  98,46  12.038.282,77  

3.1  

Kegiatan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar Serta 

Gelandangan Pengemis 

445.000.000,00  438.341.250,00  98,50  6.658.750,00  
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Di Luar Panti Sosial 

  Peyediaan Permakanan 210.000.000,00  206.732.000,00  98,44  3.268.000,00  

  Penyediaan Sandang 110.000.000,00  108.526.500,00  98,66  1.473.500,00  

  Peyediaan Alat Bantu 110.000.000,00  108.082.750,00  98,26  1.917.250,00  

  

Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial 

10.000.000,00  10.000.000,00  
100,0

0 
 -    

  
Pemberian Layanan 

Rujukan 
5.000.000,00  5.000.000,00  

100,0

0 
 -    

 3.2 

Kegiatan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban 

HIV/AIDS dan NAPZA di 

Luar Panti Sosial 

337.710.000,00  332.330.467,23  98,41  5.379.532,77  

  Peyediaan Permakanan 210.000.000,00  206.656.917,23  98,41  3.343.082,77  

  Penyediaan Alat Bantu 110.000.000,00  108.228.550,00  98,39  1.771.450,00  

  

Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial 

5.360.000,00  5.215.000,00  97,29  145.000,00  

  
Pemberian Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 
5.000.000,00  4.950.000,00  99,00  50.000,00  

  
Pemberian Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 
2.350.000,00  2.350.000,00  

100,0

0 
 -    

  
Pemberian Layanan 

Rujukan 
5.000.000,00  4.930.000,00  98,60  70.000,00  

 4 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

3.462.920.000,00 2.172.588.810,00 62,74 1.290.331.190,00 

4.1  Kegiatan Pemeliharaan 7.000.000,00  5.435.000,00  77,64  1.565.000,00  
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Anak-Anak Terlantar 

  

Pemantauan Terhadap 

Pelaksana Pemeliharaan 

Anak Terlantar 

7.000.000,00  5.435.000,00  77,64  1.565.000,00  

4.2  

Kegiatan Pengelolaan 

Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

3.455.920.000,00  2.167.153.810,00  62,71  1.288.766.190,00  

  

Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

10.000.000,00  9.630.000,00  96,30  370.000,00  

  

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten Kota 

10.000.000,00  9.595.000,00  95,95  405.000,00  

  
Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 
3.025.920.000,00  1.779.351.660,00  58,80  1.246.568.340,00  

  

Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 

410.000.000,00  368.577.150,00  89,90  41.422.850,00  

 5 

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

386.008.800,00  250.910.000,00  65,00  135.098.800,00  

 

Kegiatan Perlindungan 

Sosial Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

133.328.800,00 2,14 2,85 2,14 

 Penyediaan Makanan 90.328.800,00  -  0,00  90.328.800,00  

 Penyediaan Sandang  43.000.000,00   2.850.000,00  6,63  40.150.000,00  

5.1  

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 

252.680.000,00  248.060.000,00  98,17 4.620.000,00  
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Kabupaten/Kota 

  

Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana 

252.680.000,00  248.060.000,00  98,17  4.620.000,00  

 6 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN 

158.727.874,00 149.745.400,00  94,34  8.982.474,00  

6.1  

Kegiatan Pemeliharaan 

Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

158.727.874,00  149.745.400,00  94,34  8.982.474,00  

  

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlasan Nasional 

Kabupaten/Kota 

158.727.874,00  149.745.400,00  94,34  8.982.474,00  

J U M L A H 9.753.209.248,00  8.205.165.471,23  84,13  1.548.043.776,77  

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran belanja 

langsung diperoleh perhitungan dari jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah 

anggaran yang tersedia dikali 100 %.  Untuk realisasi anggaran belanja tidak mencapai 

100 %, hanya 84,13 %.  

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka  

realisasi mencapai 97,84 %, Untuk Program Pemberdayaan Sosial realisasi mencapai 

98,49 %, Untu Program Rehabilitasi Sosial realisasi mencapai 98,46 %, untuk Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial realisasi hanya mencapai 62, 74 % yang disebabkan 

oleh adanya dana untuk rehab rumah tidak layak huni tetapi tidak dapat dilaksanakan 

karena belum ada juknis yang lengkap tentang mekanisme rehab rumah tersebut 

sehingga dana yang 1 milyar yang rencananya dilakukan untuk 40 rumah tidak 

terlaksana.  

 

Untuk Program Penanganan Bencana realisasi anggaran hanya mencapai 65 % , 

dikarenakan anggaran untuk penyediaan permakanan dan penyediaan sandang tidak 

dapat dilaksanakan karena tidak ada bencana pada tahun 2024 yang memerlukan baik 

permakanan maupun sandang karena masih bisa di cover dengan buffer stock dari 
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Kementerian Sosial. Untuk Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan realisasi 

mencapai 93,94 %. 

 

    Gambaran Kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis  

    Gambaran kerja bidang-bidang  teknis yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Pemberdayaan Sosial Ruang Lingkup yang di tangani 

a.  Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau Barang 

Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap 

kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-

cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan 

pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.  

b. Program Pemberian Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yaitu anggota 

PKH yang digraduasi mengadopsi program PENA dari Kementerian Sosial 

yaitu program pemberian modal usaha kepada KPM bantuan sosial berusia 

produktif dengan tujuan meningkatkan kemandirian finansial sehingga 

masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial. 

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber 

yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk 

usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial meliputi: 

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan 

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh 

Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial 

daerah kabupaten/kota untuk membantu  penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan 

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar 

kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang 

Kesejahteraan Sosial. 

3. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 
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Usaha Kesejahteraan Sosial. 

4. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kepemudaan, wadah pengembangan 

generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab 

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah 

desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang 

kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri. 

5.  Keperintisan dan Kepahlawanan 

Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan 

Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan 

sebagai Perintis Kemerdekaan. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan adalah 

istri atau suami yang ditinggal (meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan 

dan telah disahkan sebagai janda/duda Perintis Kemerdekaan. Keluarga 

Pahlawan adalah suami/istri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak 

angkat yang diangkatberdasarkan perundang-undangan yang berlaku, 

Apabila Pahlawanyang bersangkutan belum/tidak berkeluarga maka yang 

menjadi keluarga adalah orang tuanya. 
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Kegiatan penertiban izin kotak amal oleh Dinsos Bersama OPD terkait Izin 

Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 

 

Pengawasan Bantuan Pena oleh Dinas Sosial 

ke    pada Keluarga Penerima Manfaat  
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Pengawasan LKS yang ada di Kabupaten Bangka 

Pengawasan tali asih yang diberikan kepada veteran dan 

janda veteran yang ada di Kabupaten Bangka 
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Pertemuan Rutin yang dilakukan kepada TKSK dan PSM  yang ada di 

Kabupaten Bangka yang membahas apa yang harus mereka kerjakan 
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2. Bidang Rehabilitasi Sosial  

Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayan 

baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap pengguna narkotika, 

penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Proses rehabilitasi sosial bertujuan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam kehidupan masyarakat. Dinas sosial mempunyai program 

melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial 

melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama 

di pedesaan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi 

lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. 

Program yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial adalah pemberian 

Permakanan. Penyediaan sandang, pemberian alat bantu, pelayanan rujukan dan 

lain-lain. 

Upacara Peringatan 17 Agustus dan 10 November di Taman Makam 

Phlawan Padma Satrya 
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 Pemberian Bantuan Sosial kepada PMKS terlantar dan PMKS 

lainnya, berupa kebutuhan Pokok yaitu permakanan, sandang dan 

Alat Bantu 
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3.  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

       Salah satu bentuk perlindungan dari Pemerintah Indonesia kepada 

rakyatnya. Tujuannya agar seluruh kebutuhan dasar hidup rakyatnya dalam 

hal kesehatan dan perlindungan kesejahteraan saat bekerja tercapai. aminan 

sosial atau jamsos adalah salah satu bentuk perlindungan dari Pemerintah 

Indonesia kepada rakyatnya. Tujuannya agar seluruh kebutuhan dasar hidup 

rakyatnya dalam hal kesehatan dan perlindungan kesejahteraan saat bekerja 

tercapai. Pemerintah menjamin segala urusan kesehatan dan 

ketenagakerjaan lewat sebuat sistem dan lembaga yang bertugas untuk 

menjamin kehidupan sosial masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial adalah pendataan dan pengelolaan data Fakir Miskin dalam aplikasi 

SIKS-NG serta pemberian bantuan Sosial yang meliputi pemberian 

sembako bagi masyarakat miskin dan kemiskinan ektrem dan pemberian 

bantuan pengembangan usaha. 

Pada tahun 2024 Dinas Sosial bekerja sama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan melakukan pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan 

bagi pekerja Rentan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kepada  2450 orang 

selama 1 tahun. 

Taruna Siaga Bencana (disingkat Tagana) adalah organisasi di bidang 

sosial, Tagana beranggotakan sukarelawan dari masyarakat umum yang 

memiliki kepedulian sosial dalam penanggulangan bencana. Tagana ada di 

tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tagana di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota berada dibawah Dinas Sosial masing-masing 

Pemerintah Daerah. Tagana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga 

Bencana. Tagana terjun langsung ke lapangan saat situasi tanggap darurat 

bencana. Tagana bekerjasama dengan instansi lain seperti Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pencarian korban serta 

mendirikan shelter atau penampungan sementara dan dapur umum untuk 

para pengungsi.  

* 
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Rapat Koordinasi  dengan Aparat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan 

mengenai syarat dan mekanisme Bantuan Sosial yang akan diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat yang sesuai kriteria 

 

Penyerahan secara simbolis Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) kepada Kelurga Penerima Manfaat  
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Pemberian Susu bagi anak-anak 
Stunting 

Kegiatan yang dilakukan oleh tagana 

Kabupaten   Bangka 
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Pendampingan COTA 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2023 

Pembuatan LAKIN ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LAKIN Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini dapat menggambarkan 

kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah 

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis 

kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka untuk Tahun 2024 dari 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) indikator 

kinerja, 5 (lima) Program, 16 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan  Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024.  Sub Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan 

penetapan indikator kinerja setingkat outcome, Secara rinci pencapaian indikator 

kinerja  dijelaskan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi 

sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. dengan 

persentase capaian 90,00%. 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai BB 

dengan persentase capaian 100,00%. Keberhasilan pencapaian indikator 

sasaran tidak terlepas dari kerja sumber daya aparatur 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 indikator kinerja 

tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tidak terlepas dari kerja sumber daya 
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aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi, profesionalitas dan inovatif, 

didukung sarana prasarana yang memadai serta dukungan berbagai pihak.  

Untuk ketidakberhasilan pencapaian indikator sasaran akan menjadi acuan 

untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran tersebut. Penyelenggaraan kegiatan 

di Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana 

Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama 

dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. 

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin 

dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024  sebesar Rp. 9.753.209.248,00 sedangkan 

realisasi anggaran mencapai Rp. 8.205.165.471,23 dengan demikian dapat dikatakan 

tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bangka sudah cukup baik serapan anggarannya  

sebesar 84,13 % dengan  Silpa Rp. 1.548.043.776,77.  

Adanya silpa sebesar Rp. 1.548.043.776,77 disebabkan adanya kegiatan Rehab 

Rumah tidak layak huni yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan juknisnya belum 

jelas, dan ada sub kegiatan penyediaan permakanan dan penyediaan sandang bagi 

korban bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat direalisasikan karena tidak 

ada bencana yang memerlukan permakanan dan sandang di tahun 2024 di Kabupaten 

Bangka, korban bencana dibantu dengan persediaan buffer stock bantuan dari 

Kementerian Sosial yang ada masih mencukupi untuk membantu korban bencana alam 

dan sosial yang ada.  

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar 

Rp. 8.205.165.471,23  (Delapan Milyar dua ratus lima juta seratus enam puluh lima 

ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh tiga sen ) telah mewujudkan capaian 

kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka.  

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah 

digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka adalah 84,13 % dari anggaran yang 

direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan anggaran Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka sudah optimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.  
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun 

pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun  

Kabupaten Bangka. 

 

Sungailiat,     Februari 2025
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TABEL FORM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024 

 

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA 

 

No 

Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Tujuan/Sasaran 

Strategis/Program/ 

Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Strategis/ 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Satuan 
Target 

Kinerja                                   

Realisasi 

Kinerja 

Persentase 

Capaian 

Kinerja 

1 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Dinas 

Sosial   

Hasil Evaluasi AKIP 

Perangkat Daerah 
Nilai 72     

1.1   PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai kinerja 

perencanaan Perangkat 

Daerah 

Nilai 27     

      Nilai Kinerja Pelaporan 

Perangkat Daerah 
Nilai 12.75     

      Persentase temuan 

pengelolaan keuangan  

Perangkat Daerah dalam 

LHP BPK-RI 

Persentase 0 0 0 

      Indeks Profesionalitas 

ASN Perangkat Daerah 
Indeks 66 66 100 

      Indeks Kepuasan 

Pelayanan Jasa Internal 

Perangkat Daerah 

Indeks 2 2 100 



  

      Persentase BMD 

Perangkat Daerah dalam 

Kondisi Baik 

Persentase 100 100 100 

  Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya kualitas 

perencanaan dan pelaporan 

Perangkat Daerah 

Persentase Perencanaan 

Kinerja yang Disusun 

Sesuai Standar (%) 
Persentase 100 100 100 

      Persentase pelaporan aset 

yang disusun sesuai 

standar (%) 

Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah Dokumen 8 8 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Tersedianya Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Laporan 6 6 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase pelaporan 

keuangan yang disusun 

sesuai standar (%) 
Persentase 100 100 100 

      Persentase pelaporan aset 

yang disusun sesuai 

standar (%) 

Persentase 100 100 100 



  

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Orang/Bulan 28 28 100 

  Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Terlaksananya Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 
Dokumen 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi  dan 

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Tersedianya Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan  

Keuangan  Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan /Triwulanan 

/Semesteran  SKPD 

Laporan 40 40 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Profesionalisme 

ASN Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 

Mengenakan Atribut 

Lengkap 
Persentase 100 100 100 

      Persentase Pegawai yang 

Mendapatkan Layanan 

Kepegawaian 
Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Atribut 

Kelengkapannya 

Tersedianya Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

Jumlah paket pakaian 

dinas  beserta atribut 

kelengkapan  Persentase 0,00 0,00 0 



  

  Sub Kegiatan 

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Terlaksananya Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Jumlah  Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian Dokumen 11 11 100 

  Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

layanan administrasi 

umum di perangkat 

daerah 

Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada 

SKPD 

Terlaksananya Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
Dokumen 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

Terlaksananya Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

Jumlah  Dokumen 

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis  Elektronik  pada 

SKPD 

Dokumen 12 12 100 

  Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Sarana Pendukung 

Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase 100 100 100 



  

   Sub Kegiatan 

Pengadaan Mebel  

 Tersedianya Mebel  Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
Unit  2 2 100 

  Sub Kegiatan 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan 
Unit 2 2 100 

  Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 

Prasarana Pendukung 

Kinerja Perangkat Daerah Persentase 100 100 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Terlaksananya Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan  Jasa Surat 

Menyurat  

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan  

Laporan 12 12 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang 

Disediakan  

Laporan 12 12 100 

  Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur Perangkat Daerah 

Persentase BMD dalam 

kondisi baik 

Persentase 100,00 100,00 100 



  

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 
Unit 14 14 100 

  Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

dipelihara 
Unit 20 20 100 

  Meningkatnya  

Pelayanan  Dasar 

Kesejahteraan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS)  

  Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Pelayanan 

Dasar Kesejahteraan 

Sosial  (%) 
Persentase 95 86 90 

II. Program 

Pemberdayaan 

Sosial  

Meningkatnya Pemberdayaan 

Sosial 

Persentase PSKS Yang 

Mendapat 

Pemberdayaan Sosial 

(%) 

Persentase 80 65 81 

  Kegiatan  

Pengumpulan 

Sumbangan dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya pemberian izin 

pengumpulan sumbangan 

Persentase pemberian izin 

pengumpulan sumbangan  

(%) Persentase 80 50,00 63 



  

  Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerbitan Izin 

Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang 

atau Barang 

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan Izin 

Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau Barang 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan 

Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang atau 

Barang  

Dokumen 20 10 50 

  Kegiatan 

Pengembangan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial  

Persentase Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial  (%)  
Persentase 80 77 96 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Pekerja 

Sosial Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial 

Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapat 

Peningkatan Kapasitas 

Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Berita Acara 81 81 100 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Tenaga 

Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kapasitas Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Berita Acara 8 8 100 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Meningkatnya Kapasitas 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang 

Meningkat Kapasitasnya Berita Acara 20 20 100 



  

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial 

Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kapasitas 

Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Dokumen 13 11 85 

III. Program 

Rehabilitasi Sosial  

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial  

Persentase PMKS yang 

memperoleh Rehabilitasi 

Sosial (%) 

Persentase 50 50 100 

  Kegiatan 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, 

serta Gelandangan 

Pengemis di Luar 

Panti Sosial 

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar , Anak 

Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis  Diluar Panti Sosial 

Persentase Penyandang 

Disabilitas Terlantar , 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis  

Diluar Panti Sosial Yang 

Memperoleh Rehabilitasi 

Sosial Dasar (%) 

Persentase 40 40,00 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Permakanan Per Orang Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan 

Sesuai dengan Standar 

Orang  390 390 100 



  

Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Sandang 

Tersedianya Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya dalam 1 

Tahun Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Menerima Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 Tahun 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 160 160 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu dan 

Alat Bantu Peraga Sesuai 

Kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 75 75 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

Terlaksananya Pemberian 

Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 60 60 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Terlaksananya Pemberian 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang  20 20 100 

  Kegiatan 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan 

Meningkatnya Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban 

HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti Sosial 

Persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/Aids 

dan Napza di Luar Panti 

Sosial yang Memperoleh 

Rehabilitasi Sosial (%) 

Persentase 40 40,00 100 



  

Korban 

HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar 

Panti Sosial  

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Permakanan 

Terpenuhinya Kebutuhan 

Permakanan Per Orang Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan 

Sesuai dengan Standar 

Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 420 420 100 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Alat 

Bantu 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu dan 

Alat Bantu Peraga Sesuai 

Kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 53 53 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

Terlaksananya Pemberian 

Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual dan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 80 80 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Penelusuran 

Keluarga 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 15 15 100 

  Sub Kegiatan 

Pemberian 

Pelayanan 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi  Keluarga 
Orang 15 15 100 



  

Reunifikasi 

Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Pemberian Layanan 

Rujukan 

Terlaksananya Pemberian 

Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 25 25 100 

IV. Program 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Meningkatnya Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Persentase PMKS Yang 

Mendapat Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Persentase 70 72 103 

  Kegiatan 

Pemeliharaan 

Anak-Anak 

Terlantar  

Meningkatnya pemeliharaan 

terhadap Anak Terlantar 

Persentase anak-anak 

terlantar yang mendapat 

pemeliharaan 
Persentase 50 50 100 

  Sub Kegiatan 

Pemantauan 

terhadap 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan Anak 

Terlantar 

Terlaksananya Pemantauan 

Terhadap Pelaksanaan 

Pemeliharaan Anak Terlantar 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Anak Terlantar 

yang Terpantau dan 

Terpelihara Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Persentase 3 3 100 

  Kegiatan 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Pengelolaan 

Data Fakir Miskin  

Persentase Data Fakir 

Miskin Yang Dikelola  

Persentase 85 83 98 

  Sub Kegiatan 

Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Didata 

Orang 103120 103120 100 



  

  Sub Kegiatan 

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pengentasan 

Keluarga Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang 

Mendapatkan Pengentasan 

Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

Orang 18000 18000 100 

  Sub Kegiatan 

Fasilitasi Bantuan 

Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Terpenuhinya Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) yang 

Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang 

mendapatkan Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten /Kota 

Orang 8500 8880 104 

 

  Sub Kegiatan Fasilitasi 

Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapatkan 

Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Orang 50 58 116 

V PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Meningkatnya 

Kesiapsiagaan dan 

Tanggap Cepat Darurat 

Terhadap Kejadian 

Pasca Bencana 

Persentase Kesiapsiagaan 

dan Tanggap Cepat Darurat 

Terhadap Kejadian Pasca 

Bencana 

Persentase 65 43 66 

  Kegiatan 

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial 

Kabupaten/Kota  

Persentase  Perlindungan 

Sosial Korban Bencana Alam 

dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase 40 0,45 1,125 

  Sub kegiatan 

Penyediaan Makanan 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan permakanan 

3x 1 sehari dalam masa 

tanggap darurat 

(pengungsian) 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Permakanan 3x1 

Hari dalam Masa Tanggap 

Darurat 3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat 

Orang 3000 17 1 



  

kewenangan 

Kabupaten/kota 

(Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan Sandang 

Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia pada dan 

Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia pada Masa 

Tanggap Darurat 

(Pengungsian) dan Pasca 

Masa Tanggap Darurat 

(Pengungsian) dan Pasca 

Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia pada Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) dan 

Pasca Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
Orang 100 17 17 

  Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terhadap 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Persentase Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupaten/Kota 
Persentase 80 80 100 

  Sub Kegiatan 

Koordinasi, 

Sosialisasi,  dan 

Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana 

Terpenuhinya Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi, 

Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi , 

Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana 

Kewenangan Kabupaten /Kota 

Orang 28 28 100 



  

 

VI. PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN 

Meningkatnya 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

Persentase pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 
Persentase 85 85 100 

  Kegiatan 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Persentase Taman Makam 

Pahlawan Nasional Yang 

Terpelihara  Persentase 85 85 100 

  Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

Jumlah Makam yang 

Terpenuhi Pemeliharannya 

pada Taman Makam Pahlawan 

Kabupaten/Kota  

Makam 4 4 100 

 

 











PEMERINTAH  KABUPATEN  BANGKA 

DINAS SOSIAL 
Jalan Pemuda Sungailiat – Bangka 

Kode Pos 33215 TelpTelepon (0717) 92566 
 E-mail : dinsosbangka@gmail.com  

 

 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA 

NOMOR : 188.4/  46.a  /DINSOS/2022 

 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS SOSIAL 
KABUPATEN BANGKA 

 

KEPALA DINAS SOSIAL, 
 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menetapkan ukuran standar kinerja 
bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan 

menjamin konsistensi pelayanan pada Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka maka perlu dilakukan Penetapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas 
Sosial Kabupaten Bangka. 

Mengingat  1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk 

Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 
  3. Undang-Undang    Nomor   23   Tahun  2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 

mailto:dinsosbangka@gmail.com


 

 

  

 
 

5. 

 

 
 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 

2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka(Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D). 

  8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka 

(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 
16); 

  9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 75 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka Tahun 
2020 Nomor 77; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 
 

 

M E M U T U S K A N  : 
 

MENETAPKAN :  

KESATU 

 

: Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Sosial 

Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Bangka 

sebagaimana Diktum Kesatu, terdiri dari : SOP tentang 
Penyusunan Data Kinerja 

 

    
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

Ditetapkan di  Sungailiat 

Pada Tanggal  24 Januari 2022 
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